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BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN.

1. Kesimpulan

a. Perlindunéan terhadap pemegang obligasi sebenarnya telah diatur di dalam
Undang undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya. Di dalam
Undang undang Pasar Modal perlindungan terhadap pemegang obligasi ada
pada pasal 70 sampai pasal 81 yaitu mengenai Pernyataan Pendaftaran yang
harus dilakukan oleh Emiten. selain itu juga diatur masalah Pelaporan dan
Keterbukaan Informasi yang wajib disampaikan oleh Emiten serta pihak pthak
yang ikut serta di dalam proses penerbitan obligasi kepada Bapepam yaitu
pada pasal 85 sampai paéal 89. di dalam Pasal 90 sampai dengan pasal 99 juga
telah diatur mengenai hal hal yang tidak boleh dilakz;kan atau dilanggar oleh
Emiten. Peraturan peraturan ini memberikan perlindungan .sccara preventif.

b. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang obligasi terhadap
emiten yang gagal bayar adalah dapat melalui jalur non litigasi yaitu RUPO
(Rapat Umum Pemegang Obligasi) yang dilakukan oleh Emiten, Wali Amanat
serta Pemegang Obligasi. jika melalui jélur m;'m !itiga‘si‘ belum juga
membuahkan hasil, maka pemegang obligasi dapat melakukan gugatgm melalu
Jjalur litigasi yaitu melalui Pengadilan Negeri dengan gugatan Wanprestasi dan
Pengadilan Niaga dengan gugatan kepailitan. Walaupun sebenarnya dengan
melalui jalur litigasi memakan waktu dan biaya yang lama, sehiggga lebih

baik jika pemegang obligasi mencoba upaya non litigasi.
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2. Saran
- Undang undang Pasar Modal maupun Peraturan Bapepam seharusnya
mengatur mengenai masalah : |
a. Kewajiban adanya jaminan untuk penerbitan obligasi
b. Kewajiban pemyediaan Sinking Fund untuk keperluan pembayaran
bunga dan utang pokok |
¢. Independensi Wali Amanat. Karena pada kenyataannya wali amanat
yang menunjuk adalah emiten dan emiten pula yang melakukan
pembayaran atas biaya jasa wali amanat, padahal disatu sisi wali

amanat adalah wakil dari pemegang obligasi.
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